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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aktivitas Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan Perbankan, dan Aneka
Industri (FSB NIKEUBA) dalam memperjuangkan hak-hak pekerja terkait upah di PT. Swadaya Indo Palma yang terletak di
Kabupaten Banyuasin. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya upah peketja yang dianggap tidak
memadai dan tidak sebanding dengan beban ketja yang mereka lakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif deskriptif, dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari
penelitian menunjukkan bahwa FSB NIKEUBA melaksanakan perjuangan mereka melalui negosiasi yang melibatkan dua
pihak, mekanisme yang melibatkan tiga pihak, serta upaya advokasi. Meskipun demikian, upaya tersebut menemui kendala
seperti lemahnya daya tawar peketja, rendahnya keterlibatan anggota, dan keterbatasan dalam pengawasan dari pihak
pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas FSB NIKEUBA merupakan suatu bentuk perjuangan kolektif para
pekerja untuk mengurangi ketidakadilan dalam hubungan industri, meskipun belum berhasil sepenuhnya dalam mencapai upah
yang layak.
Kata kunci: Gerakan Serikat Buruh; FSB NIKEUBA; Hak Upah; Hubungan Industrial; Peketja; PT. Swadaya Indo Palma

ABSTRACT

This research investigates the efforts of the Federation of Trade Unions of Commerce, Informatics, Finance, Banking, and Various
Industries (FSB NIKEUBA) to promote wage rights for employees at PT. Swadaya Indo Palma in Banynasin Regency. The primary concern
tackled in this study is the insufficient wages that workers earn, which are viewed as unsatisfactory and unreflective of their efforts. The research
utilizes a descriptive qualitative methodology, employing data gathering methods such as observation, interviews, and documentation.The results
indicate that FSB NIKEUBA pursues its mission through negotiations between parties, tripartite frameworks, and various adyocacy methods.
Nonetheless, these initiatives enconnter hurdles, including the workers' weak negotiating power, low participation rates, and limited oversight from
the government. This research concludes that the FSB NIKEUBA movement embodies a collective effort by workers aimed at alleviating injustice
in workplace relations, even though it has not fully succeeded in securing fair wages.
Keywords: Labor Union Movement; FSB NIKEUBA; Wage Rights; Industrial Relations; Workers; PT. Swadaya Indo Palma.
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PENDAHULUAN

Peneilitian ini berfokus pada bagaimana federasi serikat buruh, niaga, informatika, keuangan dan
aneka industri (Fsb Nikeuba) affliated konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (Ksbsi)
Memperjuangkan hak upah pekerja.Kajian ini bertujuan untuk memahami masalah terkait gaji rendah di
pt.swadaya indo palma industri kelapa sawit di desa sungai rengit kecamatan talang kelapa kabupaten
banyuasin.melalui penelitian ini bertujuan bagaimana fsb nikeuba memperjuangkan hak upah rendah yang
sering jadi tuntutan serikat pekerja dalam upaya mensejahterakan karyawan yang ingin upah naik di Pt
tersebut.

Masalah gaji di pt swadaya indo palma terus menjadi isu yang berulang dan menyebabkan
ketegangan di antara karyawan, pihak perusahaan, dan pemerintah. Dalam kenyataannya, para pekerja
merasa bahwa kebijakan gaji yang diterapkan oleh perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi peraturan
ketenagakerjaan serta standar kebutuhan hidup yang layak.Keluhan utama berkaitan dengan jumlah gaji
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pokok yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang ada dan tidak mampu mengimbangi kenaikan
biaya hidup di daerah setempat. Sebagai akibatnya, para pekerja merasa kesulitan untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka meskipun telah bekerja secara penuh waktu.

Walau secara ideal,serikat buruh dan peranannya organisasi buruh adalah kumpulan pekerja yang
dibentuk untuk membela serta melindungi hak dan kepentingan anggotanya, termasuk dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan melalui kenaikan gaji. dalam konteks ketenagakerjaan, serikat masalah
pengupahan tentu sangat fundamental pada bidang ketenagakerjaan juga bahkan ketika tidak professional
dalam mengatasi pengupahan tidak kaget menjadi bahan pemicu terjadinya perselisihan juga mndorong
munculnya mogok ketja serta demonstrasi (Asrul et al., 2024).

Kenaikan upah menjadi isu yang selalu melekat ketika terjadi aksi mogok kerja serikat buruh di
indonesia pasca reformasi. isu ini seolah-olah menjadi isu tunggal yang diperjuangkan kaum buruh ketika
aksi mogok, aksi blokade jalan, ataupun aksi demonstrasi. kata “buruh” dan “upah” seakan-akan melekat
satu sama lain antara definisi dan maknanya, berbicara buruh dikonotasikan berbicara entang upah
sehingga pemerintah dan publik sering terjebak dalam kesempitan isu ketika berbicara tentang buruh.
asumsi tersebut meruncing pada relasi isu kebijikan pemerintah dengan kaum buruh hanya sebatas pada
masalah upah minimum provinsi/kabupaten (ump/umk) (F Kurniawan et al., 2020).

Dalam perspektif buruh, terdapat dua faktor yang menghalangi kenaikan upah, yaitu peraturan
yang ada dan komitmen buruh dalam memperjuangkan masalah upah. Dari perspektif pengusaha, faktor
utama yang membuat kenaikan upah sulit adalah kondisi perusahaan, produktivitas, dan keadaan
ckonomi. Jika perusahaan berkembang, mereka akan dengan senang hati menaikkan upah; namun jika
situasi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menaikkan upah secara signifikan, maka kenaikan
yang diberikan akan sangat kecil. Dari perspektif pemerintah, mereka berperan sebagai penengah antara
buruh dan pengusaha dengan memberikan wadah untuk diskusi sebelum penetapan upah (Bekasi, 2025).

Harus diakui bahwa posisi buruh dan majikan sangat bertolak belakang, karena memiliki status
sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda.Perbedaan status diantara keduanya bisa saja menyebabkan
ketidak harmonisan dalam menjalin kerjasama dalam pekerjaan.Apalagi jika salah satu pihak tidak saling
menghargai dan mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga relasi antara buruh dan
majikan semakin tidak menentu (Widiyanto, 2018). Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara
dengan pengurus cabang (DPC), Federasi Serikat Buruh ,Niaga ,Informatika Keuangan, Perbankan dan
Aneka Industri (FSB Nikeuba) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesi (KSBSI) Kabupaten
Banyuasin , diketahui bahwa pekerja di Pt. Swadaya Indo Palma (SIP) masih menghadapi persoalan terkait
pemenuhan hak upah.berangkat dari uraian latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
secara mendalam tentang bagaimana gerakan serikat buruh. fokus penelitian akan diarahkan pada pola
interaksi antara dewan pengurus cabang (DPC) dan serta dampaknya terhadap kenaikan upah dengan
mengangkat judul:gerakan federasi serikat buruh niaga,informatika,keuangan perbankan dan aneka
industri (fsb nikeuba) dalam memperjuangkan hak upah pekerja di pt. swadaya indo palma.

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana pendekatan kualitatif
deskriptif sering kali dimanfaatkan sebagai teknik penelitian yang umum dan sering diterapkan oleh para
peneliti ilmu sosial, termasuk pendidikan. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah proses mencari
tahu dan memahami yang berfokus pada teknik yang mengeksplorasi fonomena sosial dan isu-isu
kemanusiaan.(Alston & Suseno, 2008)

Hal ini dipetegaskan menurut pendapat dari Creswell (2009) yang mana penelitian kualitatif
berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan
masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian
dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data
secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi
terhadap makna suatu data.

11888 | Journal of Innovative and Creativity , 6(1) 2026



2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu rumah dewan pengurus cabang Kabupaten Banyuasin di
Desa Pangkalan Panji, rt 1, rw 1 Desa pangkalan Panji, Kecamatan Banyuasin. Kabupaten Banyuasin
Kode Pos 30953, Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti berdasarkan hasil survei dan observasi yang
telah dilakukan oleh peneliti secara langsung pada Desa pangkalan panji jalan lintas Palembang - Betung.
2.3 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:
a. Data Primer
Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya
dengan cara mewawancarai sejumlah narasumber yang relevan dan melakukan observasi di
lapangan. Beberapa pihak yang akan di wawancara yakni pengurus serikat buruh, dan anggota,
dan karyawan buruh dalam hal ini, data yang dikumpulkan secara langsung ini dianggap sebagai
informasi utama, di mana dari data tersebut akan diambil kesimpulan-kesimpulan berdasarkan
wawancara dengan informan mengenai organisasi buruh, tantangan yang dihadapi.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber-sumber yang
telah ada sebelumnya. Contohnya, data yang diambil oleh peneliti dari buku, jurnal, internet,
berita, dan dokumen tertulis, seperti arsip serikat buruh,dan berbagai sumber lain yang relevan
dengan penelitian.
2.4 Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu proses atau benda
dengan tujuan untuk merasakan dan kemudian memahami informasi tentang suatu fenomena
berdasarkan pengetahuan dan pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Hal ini peneliti mengamati
langsung kegiatan serikat buruh.
b. Wawancara
Wawancara mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk
berpendapat. Setiap orang memiliki pandangan dan perasaan mengenai fakta sosial tertentu
(Bastian et al., 2018). Hal ini wawancara ialah suatu pertemuan tatap muka antara peneliti dan
informan untuk saling memberikan atau mendapatkan informasi tertentu. Selain itu, wawancara
dapat dianggap sebagai suatu proses komunikasi serta interaksi antara responden dan
pewawancara yang melibatkan penggunaan simbol-simbol tertentu yang dipahami oleh kedua
pihak, sehingga kegiatan wawancara dapat berlangsung dengan baik. penelitian ini, peneliti
memperoleh data dari berbagai narasumber seperti pengurus serikat buruh, anggota, dan
karyawan serikat buruh.
Penentuan Informan

No. | Kategori / Jabatan Peran

1. Dewan Pengurus Cabang Perannya sebagai dewan pengurus cabang ketua

serikat buruh

2. Anggota Dewan | Peran nya mengikuti penetapan upah forum Apindo
Pengupahan Kabupaten | (Asosiasi ~ Pengusaha  Indonesia) /  tripartit

Banyuasin (DP) (pemerintah, pengusaha dan serikat)

3. Sekretaris Serikat Sektaris sebagai anggota DPC sebagai pembuatan

surat admindstrasi
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4. Anggota pengurus | Anggota yang ikut serta dalam organisasi di dalam

komisairiat (PK) perusahaan.

5. Karyawan serikat Karyawan kerja yang bekerja di perusahaan dan

mengikuti organisasi serikat buruh

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

c. Dokumentasi
Dokumentatasi adalah metode pengumpulan informasi yang meliputi pengumpulan dan
analisis berbagai jenis dokumen, termasuk tulisan, gambar,data arsip , dan bentuk
elektronik.(Nilamsari, 2014) Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengumpulan,
pengorganisasian, analisis, dan studi yang menghasilkan suatu kesimpulan.
2.5 Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) menjelaskan bahwa analisis data adalah “usaha untuk menemukan
dan mengatur dengan sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan sumber lainnya, agar peneliti
dapat lebih memahami kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk pihak lain.(Rijali,
2018) Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana
data yang diperoleh akan dijelaskan dan dianalisis dengan rinci.

2.6 Kerangka Teori

Gerakan buruh di Indonesia menurut pandangan teori perjuangan kelas ialah usaha yang
dilakukan oleh kelas pekerja (proletariat) untuk berjuang melepaskan diri dari dominasi kelas pengusaha
(borjuis) (Buruh et al., 2019). Menurut perjuangan kelas Karl Mark pada dasarnya pada masyarakat industri
akan terdiri dari dua kelas yaitu borjuis dan proletar (buruh). Nilai lebih atau surplus value adalah asal
keuntungan dan sumber kesejahteraan bagi kelas pemilik modal. Kondisi pekerja di Indonesia mirip
dengan yang dijelaskan dalam pemikiran Karl Marx. Pekerja di Indonesia juga merupakan individu yang
bekerja dalam waktu yang cukup lama dan menerima gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka yang
sering kali berat dan berisiko. Banyak pekerja di Indonesia yang bekerja di pabrik atau pembangunan
dengan risiko tinggi tidak dilindungi oleh jaminan keselamatan seperti asuransi jiwa dan peralatan
keamanan yang memadai.

Teori ini melihat akses kekuatan buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Maka dalam ini
Marx mengidentifikasi empat poin utama dalam kritiknya terhadap kapitalisme (Karl et al., 2025) sebagai
berikut:

1. Penindasan Sistem Politik Reaksioner: Kapitalisme menghilangkan kebebasan manusia melalui
sistem politik yang represif.

2. Keterasingan Manusia: Sistem kapitalis mengalienasi manusia dari dirinya sendiri, terutama
melalui proses kerja yang eksploitatif.

3. Eksploitasi Kelas Pekerja: Kapitalisme menciptakan dua kelas utama pemilik dan pekerja di mana
yang pertama mengeksploitasi yang terakhir.

4. Penghapusan Hak Milik Pribadi atas Alat Produksi: Marx menganjurkan penghapusan hak milik
pribadi melalui revolusi proletar untuk mencapai masyarakat tanpa kelas.

Demikian menurut karl marx tadi bahwa peneliti menemukan tidak kesetaraan gaji atau upah
yang di bayarkan perusahaan pt. swadaya indo palma yang berlokasi di desa sungai rengit, kabupaten
banyuasin, serikat buruh memiliki peran penting dalam menjadi wadah aspirasi para pekerja untuk
menuntut keadilan dalam sistem pengupahan.sesuai dengan pandangan karl marx, hubungan antara
pengusaha dan pekerja berada dalam struktur kapitalistik yang menciptakan ketimpangan kelas, di mana
pemilik modal memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan nilai kerja dan upah buruh. kondisi ini
sering menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi, di mana buruh tidak memperoleh balasan yang sepadan
dengan kontribusinya terhadap proses produksi.

Gerakan serikat buruh di pt. swadaya indo palma muncul sebagai respon terhadap ketimpangan
tersebut. serikat buruh berupaya memperjuangkan hak upah yang adil melalui mekanisme perundingan
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bersama, advokasi, serta dialog dengan pihak manajemen dan pemerintah daerah. dalam proses
perjuangan ini, serikat buruh tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aksi kolektif, tetapi juga sebagai
representasi kelas pekerja yang berusaha menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial di lingkungan
kerja. Melalui studi kasus ini, peneliti berupaya memahami dinamika perjuangan serikat buruh dalam
memperjuangkan hak atas upah, hambatan yang dihadapi dalam proses negosiasi, serta sejauh mana
pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sesuai
dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) adalah bagian yang integral dari organisast,
saat ini terdiri dari 5 federasi yang memiliki potensi pengembangan yang signifikan di daerah masing-
masing. Saat ini, terdapat 18 DPC federasi yang berada di 15 kota atau wilayah di Sumatera Selatan,
termasuk Kabupaten Banyuasin, di mana FSB NIKEUBA memiliki hampir 30. 000 anggota yang
terdaftar. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung, DPC FSB NIKEUBA
BANYUASIN memiliki bendera, lambang, dan lagu yang telah dirancang sejak lama dan masing-masing
memiliki makna tersendiri. Misalnya, bendera organisasi yang tercantum dalam pasal 12 berwarna dasar
merah yang melambangkan keberanian, dengan tulisan FSB NIKEUBA di tengahnya dan tiga garis putih
di bawahnya yang bertuliskan IKKSBSI. Selain itu, lambang yang terdapat dalam pasal 13 dari FSB
NIKEUBA mencakup Globe, buku dengan lembaran yang terbuka, grafik fluktuasi keuangan neraca
perdagangan, dan tulisan FSB NIKEUBA. D1 samping itu, lagu mars yang tercantum dalam pasal 14 FSB
NIKEUBA adalah mars FSB NIKEUBA itu sendiri.

3.2 Gerakan FSB NIKEUBA dalam memperjuangkan hak upah peketja di PT Swadaya Indo
Palma.

Gerakan Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri
(FSB NIKEUBA) dalam memperjuangkan hak upah pekerja di PT Swadaya Indo Palma muncul sebagai
respons atas kondisi pengupahan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan
kesejahteraan buruh.

Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (FSB
NIKEUBA) beraksi untuk membela hak upah buruh di PT Swadaya Indo Palma sebagai jawaban atas
situasi gaji yang dianggap masih jauh dari keadilan dan kesejahteraan pekerja.Upah yang diterima pekerja
masih dianggap belum sebanding dengan beban kerja serta kebutuhan hidup layak, sehingga mendorong
buruh untuk melakukan perjuangan secara kolektif melalui organisasi serikat buruh.

Gaji yang diperoleh pekerja dianggap tidak seimbang dengan kerja keras yang dilakukan dan
tuntutan hidup yang layak, yang mendorong buruh untuk berjuang secara bersama melalui organisasi
serikat buruh.Dalam konteks ini, FSB NIKEUBA berfungsi sebagai wadah perjuangan kolektif buruh
yang berupaya meningkatkan posisi tawar pekerja terhadap perusahaan. Dalam hal ini, FSB NIKEUBA
berperan sebagai tempat bagi buruh untuk berjuang bersama guna memperkuat tawar menawar pekerja
di hadapan perusahaan.Gerakan yang dilakukan tidak bersifat spontan, melainkan terorganisir dan
berkelanjutan aksi yang dilaksanakan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan terstruktur dan
berlangsung terus-menerus.

Bentuk-bentuk gerakan yang ditempuh meliputi perundingan bipartit dengan manajemen
perusahaan, keterlibatan dalam forum tripartit bersama pemerintah, serta aksi kolektif sebagai sarana
penyampaian aspirasi ketika tuntutan buruh tidak mendapatkan respons yang memadai.Metode
perjuangan yang diambil mencakup negosiasi dua pihak dengan manajemen perusahaan, partisipasi dalam
forum tiga pihak bersama pemerintah, serta kegiatan kolektif sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi
ketika tuntutan pekerja tidak mendapat tanggapan yang memadai.Peran aktor-aktor dalam gerakan ini
sangat menentukan arah dan dinamika perjuangan.Keberadaan para pelaku dalam gerakan ini sangat
berpengaruh terhadap jalannya dan perkembangan perjuangan.

Ketua DPC FSB NIKEUBA Kabupaten Banyuasin, Hamdani AH, berperan sebagai aktor utama
yang mengoordinasikan gerakan, merumuskan tuntutan upah, serta memimpin proses negosiasi dengan
pihak perusahaan dan pemerintah.Hamdani AH, yang menjabat sebagai ketua DPC FSB NIKEUBA
Kabupaten Banyuasin, menjalankan peran sentral dalam mengatur aksi, merancang tuntutan gaji, dan
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memimpin negosiasi dengan perusahaan serta pemerintah.Hamdani AH tidak hanya bertindak sebagai
pemimpin organisatoris, tetapi juga sebagai representasi kepentingan kelas buruh dalam menghadapi
dominasi pemilik modal. Hamdani AH berfungsi tidak hanya sebagai penggerak organisasi, tetapi juga
sebagai wakil kepentingan kaum buruh dalam melawan kekuasaan pengusaha.Adapun indikator dari teori
gerakan buruh dalam ini yaitu:

a) Penindasan Buruh dalam Sistem Politik

Menguraikan penindasan yang dialami oleh pekerja dalam kerangka politik dapat dilihat sebagai
situasi di mana kebijakan, regulasi, dan cara kerja kekuasaan pemerintah cenderung menguntungkan para
pemilik kapital daripada kepentingan tenaga kerja. Dalam hal pengupahan di PT Swadaya Indo Palma,
penindasan ini tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan melalui sistem yang
membatasi kemampuan pekerja dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan upah yang adil.

Dari hasil pengamatan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara
industri melalui peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan. Namun, menurut hamdani ah hasil
penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai pelindung pekerja belum berjalan
dengan baik. Ketidakcukupan pengawasan dan penegakan hukum mengenai upah menciptakan
kesempatan bagi perusahaan untuk menunda, mengurangi, atau bahkan mengabaikan tuntutan peketja.
Situasi ini menempatkan pekerja dalam posisi yang dirugikan secara struktural karena pemerintah tidak
mampu menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang antara pekerja dan pengusaha.

b) Keterasingan manusia.

Keterasingan manusia atau alienasi adalah konsep utama dalam pemikiran Karl Marx yang
menggambarkan keadaan di mana pekerja terputus dari esensi kemanusiaannya akibat sistem produksi di
bawah kapitalisme. Dalam konteks pekerja di PT Swadaya Indo Palma, alienasi ini terlihat dari
pengalaman kerja yang menjadikan pekerja hanya sebagai alat produksi, bukannya sebagai individu yang
memiliki kebutuhan sosial, ekonomi, dan martabat.

Pekerja merasakan keterasingan dari hasil kerjanya sebab produk atau keuntungan yang dihasilkan
sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan. Gaji yang didapat tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari
pekerjaan, sehingga pekerja tidak memiliki kendali atau rasa kepemilikan terhadap hasil produksi mereka.
Situasi ini menyebabkan pekerja hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar,
alih-alih mengembangkan potensi diri sebagai manusia. Pekerjaan menjadi kegiatan yang dilakukan tanpa
pilihan dan hanya bertujuan untuk bertahan hidup.

c) Eksploitasi kelas peketja.

Eksploitasi kelas pekerja adalah ide utama dalam pemikiran Karl Marx yang menggambarkan cara
pemilik modal mendapatkan keuntungan melalui kontrol atas alat-alat produksi dan kerja buruh. Dalam
konteks hubungan kerja di PT Swadaya Indo Palma, eksploitasi ini tampak dari ketidakadilan antara nilai
kerja yang dihasilkan buruh dan upah yang diberikan sebagai imbalan atas usaha yang telah
dilakukan.Sebagai bagian dari kelas pekerja, buruh tidak memiliki alat produksi, sehingga mereka harus
menjual tenaga kerja kepada perusahaan agar dapat bertahan hidup. Dalam situasi ini, perusahaan yang
memiliki modal memiliki kekuasaan penuh untuk menetapkan sistem kerja, jam kerja, dan jumlah upah.
Gaji yang diterima buruh sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara nilai lebih
yang diperoleh dari kerja mereka sepenuhnya dinikmati oleh perusahaan. Keadaan ini oleh Marx disebut
sebagai bentuk eksploitasi yang bersifat struktural.

d) Penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi

Penghapusan hak pribadi terhadap alat produksi adalah inti dari konsep yang dikemukakan oleh
Karl Marx, yang menolak kepemilikan pribadi atas sarana produksi sebagai penyebab utama ketidakadilan
dan penindasan terhadap kelas pekerja. Dalam sistem kapitalisme, alat produksi seperti tanah, mesin, dan
modal dikuasai oleh sejumlah kecil pemilik modal, sedangkan buruh hanya memiliki kemampuan fisik
yang harus mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidakadilan dalam kepemilikan ini
menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara buruh dan pengusaha.

Dalam kasus PT Swadaya Indo Palma, kepemilikan pribadi terhadap alat produksi membuat
buruh berada dalam posisi yang sepenuhnya tergantung pada perusahaan. Buruh tidak memiliki kontrol
atas proses produksi maupun hasil yang dihasilkan. Semua keputusan sepenuhnya diambil oleh pemilik
modal, termasuk dalam menentukan gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Situasi ini memperkuat dominasi
kelas pemilik modal dan sekaligus melemahkan posisi tawar buruh dalam memperjuangkan hak-haknya.
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3.3 Dampak Gerakan Serikat Buruh terhadap Pemenuhan Hak Upah Pekerja

Gerakan yang dilakukan oleh FSB NIKEUBA di PT Swadaya Indo Palma memiliki
pengaruh yang besar terhadap pemenuhan hak upah para pekerja. Sebelum serikat pekerja aktif
dalam melakukan advokasi dan negosiasi, para buruh biasanya menerima upah tanpa adanya
kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan. Ketidakseimbangan ini menempatkan buruh
dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap praktik pengupahan yang tidak adil.

Namun, setelah serikat pekerja memperkuat perannya, terjadi perubahan dalam dinamika
hubungan kerja antara buruh dan perusahaan. Serikat tersebut berhasil menciptakan ruang untuk
berdialog melalui negosiasi bipartit dan membawa masalah upah ke forum tripartit dengan
pemerintah. Ini membuat perusahaan tidak dapat lagi sepenuhnya menetapkan kebijakan upah
secara sepihak.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Hamdani ah selaku perwakilan dewan pengurus
cabang (DPC), yang menyampaikan Bahwa: dampak Gerakan buruh, Dampak lain yang muncul
adalah bertambahnya kejelasan dalam sistem gaji. Perusahaan kini lebih cermat dalam
menerapkan kebijakan gaji akibat adanya pengawasan dari serikat pekerja dan pemerintah.
Dengan begitu, aksi serikat buruh tidak hanya memengaruhi jumlah gaji yang diterima.

“Jedi mekni adenye serikat burnb karena kami telah aktif memperbatike masalah geje,
perusabaan menjadi lebib waspada. Kini, adenye kami juge pembayaran dilakukan dengan
lebih tertib dan tidak gampang mengurangi geje begeweWawancara tanggal 27 Desember
2025 pukul 10.35)

Berdasarkan hasil wawancara itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan keterlibatan
aktif serikat buruh, terutama FSB NIKEUBA, memberikan pengaruh positif terhadap sistem
pendapatan di PT Swadaya Indo Palma. Kegiatan pengawalan isu gaji yang dilakukan oleh serikat
mendorong perusahaan untuk lebih hati-hati dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan
pengupahan. Hal ini dapat dilihat dari proses pembayaran gaji yang semakin teratur serta
berkurangnya praktik pemotongan gaji yang dilakukan sepihak.Kondisi ini menunjukkan bahwa
dorongan dan pemantauan dari serikat buruh dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan
terhadap hak-hak pekerja, sekaligus memperbaiki hubungan kerja yang sebelumnya lebih dikuasai
oleh perusahaan.

Gambar 1. Melaknkan rapat Ke Emelia hotel Amazing By Palenibang

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Gambar memperlihatkan aktivitas Ketua FSB NIKEUBA ketika dan melakukan
mendapatkan tentang perjuangan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak upah karyawan di
PT Swadaya Indo Palma. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC membagikan berbagai
pengalaman serta langkah-langkah yang diambil serikat untuk menangani masalah pengupahan.

Pernyataan Ketua DPC yang mengatakan, “Sejak kami terlibat dalam memperjuangkan
isu upah, perusahaan menjadi lebih waspada. Kini pembayaran dilakukan lebih rapi dan tidak
sembarangan dalam memotong upah pekerja,” menunjukkan bahwa keberadaan serikat pekerja
membawa dampak positif dalam sistem penggajian di PT Swadaya Indo Palma. Sebelum ada
pengawasan dari serikat, perusahaan sering memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan
upah secara sepihak, termasuk melakukan pemotongan dan menunda pembayaran.

11893 | Journal of Innovative and Creativity , 6(1) 2026



selanjutnya adapun wawancara yang di lakukan dengan Bapak hamdani selaku ketua

pengurus cabang sebagian Bahwa:
¥ Secare keselurnban belom sepenubnye memenubi standar. Masih terdapat pekerja yang
mendapatkan gee di bawah UMK, Di sebeleh itu, terdapat juge pemotongan yang
menyebabkan gaji yang diterima lebib rendeb dari yang seharusnye”( Wawancara tanggal 27
Desember 2025 pukul 11.50)

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Hamdani selaku pengurus buruh :
“Persoalan mengenai geje nibh mulai menjadi perhatian nian yang serius sejak tabun 2024.
Semenjak itulah, biaya hidup meningkat, tetapi uji pendapatan burub idek disesnatkan dengan
wajar. Banyak urang begewe mulai merasake ketidakpuasan karena geje die tidek mencukupi
untuke memennbi kebutuhan kelnarganye”.( Wawancara tanggal 27 Desember 2025
pukul 13.10)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamdani, jelas terlihat bahwa pernyataan tersebut
mencerminkan diskusi mengenai peningkatan gaji sebagai bagian dari perjuangan kelas pekerja
dalam sistem kapitalis. Dari sudut pandang Karl Marx, permintaan untuk kenaikan gaji bukan
sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap eksploitasi yang
terjadi antara pekerja dan pemilik modal.

Marx menyatakan bahwa dalam sistem kapitalis, pekerja hanya mendapatkan sebagian
kecil dari nilai hasil kerja mereka, sedangkan sisanya diambil oleh pemilik modal sebagai nilai
lebih. Oleh karena itu, saat pekerja menuntut kenaikan gaji, mereka sebenarnya sedang berusaha
untuk mendapatkan kembali sebagian dari nilai hasil kerja yang selama ini diambil oleh
perusahaan.

Dampak positif bagi sosial ekonomi buruh dari perjuangan kenaikan upah tersebut antara
lain:

1. Meningkatnya daya beli buruh, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar
seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Berkurangnya tingkat ketergantungan buruh pada utang, karena pendapatan lebih
stabil dan layak.

3. Meningkatnya rasa aman dan kepastian kerja, karena sistem pengupahan menjadi lebih
teratur dan transparan.

4. Meningkatnya kesadaran kelas buruh, di mana pekerja tidak lagi pasif, tetapi aktif
memperjuangkan hak-haknya.

5. Menguatnya posisi tawar buruh terhadap perusahaan, schingga relasi kerja menjadi
lebih seimbang,.

Perjuangan untuk mendapatkan kenaikan gaji yang dilakukan oleh FSB NIKEUBA telah
memberikan pengaruh signifikan terhadap situasi ekonomi dan sosial para pekerja di PT Swadaya
Indo Palma. Usaha untuk meningkatkan gaji yang dilakukan oleh serikat ini berperan dalam
meningkatkan daya beli para pekerja, sehingga mereka semakin mampu memenuhi kebutuhan
dasar seperti makanan, pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Dengan pendapatan yang lebih
baik, pekerja tidak lagi sepenuhnya tergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, sehingga beban ekonomi yang dihadapi rumah tangga dapat berkurang.

Selain itu, sistem pengupahan yang lebih teratur dan jelas memberikan rasa aman dan
kepastian kerja bagi para pekerja. Mereka tidak lagi merasa cemas akan keterlambatan pembayaran
atau pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak. Situasi ini juga meningkatkan kesadaran
kelas di kalangan pekerja, di mana mereka mulai memahami posisi dan hak-hak mereka dalam
struktur hubungan kerja. Para pekerja tidak lagi bersikap pasif, melainkan aktif menyuarakan
tuntutan dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui organisasi serikat. Seperti pernyataan dari
bapak Hamdani selaku Ketua DPC bahwa:

“Bentuk tidakadilanye yang paling ummum dirasake oleh urang begewe ialah geje yang idek
sesuai dengan UMR, adanye pemotongan yang idek transparan, dan lambatnye — dalam
kenaikan. Di samping itu juge, pekerja borongan dan harian kerap mengalami perlakuan yang
tidak adil perihal gaji mereka lebih rendah padabal tanggung jawab kerja yang diemban
same”.( Wawancara tanggal 28 Desember 2025 pukul 09.10)
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Gambar 2. proses dalam memperjuangan di pengupahan

Sumber : Peneliti 2025

Gambar di atas memperlihatkan kegiatan FSB NIKEUBA yang berkaitan dengan
perjuangan untuk upah pekerja PT Swadaya Indo Palma. Dalam gambar tersebut tampak adanya
pertemuan serta komunikasi antara pengurus serikat dan pihak-pihak yang relevan sebagai bagian
dari usaha membela hak upah buruh. Kegiatan ini menandakan bahwa perjuangan serikat tidak
hanya dilakukan melalui demonstrasi, tetapi juga melalui diskusi, koordinasi, dan proses formal
dalam konteks hubungan industrial. mencerminkan pendekatan perjuangan yang terencana, mulai
dari pengumpulan aspirasi buruh, penyusunan tuntutan, hingga penyampaian kepada perusahaan
dan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa serikat buruh berfungsi sebagai representasi kolektif
buruh dalam memperjuangkan keadilan dalam masalah pengupahan.Dengan adanya proses ini,
daya tawar buruh akan semakin meningkat karena tuntutan disampaikan tidak secara pribadi,
tetapi melalui sebuah organisasi yang memiliki legitimasi dan kekuatan kolektif. Wawancara yang
di lakukan dengan Bapak Hamdani menjelaskan tentang:

“Kami ade wacana beberape. Pertame, kami melakuke perundingan bipartit dengan pibak
perusabaan. Kedua, jika tidak ada titik temn, kami membawa ke forum tripartit bersama
dinas tenaga kerja” (Wawancara tanggal 28 Desember 2025 pukul 13 :20)

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah upah layak yang diberikan oleh PT Swadaya indo
palma (SIP) kepada buruh yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuasin menunjukkan perkembangan positif dari
tahun ke tahun. Di tahun 2024, UMK Banyuasin ditentukan sebesar Rp3.488.289, mengalami
peningkatan sebesar Rp54.789a tau 1,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada
tahun 2025, UMK kembali naik menjadi Rp3. 715. 028, dengan persentase kenaikan yang lebih
besar, yaitu 6,5 persen. Selain itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Banyuasin untuk
tahun 2025 juga ditetapkan sebesar Rp3. 789. 329, yang ditujukan untuk sektor-sektor tertentu
dengan jenis pekerjaan yang lebih berat atau berisiko.Peningkatan ini mencerminkan upaya
pemerintah daerah dalam menyesuaikan upah dengan kebutuhan hidup yang meningkat dan
kondisi ekonomi para pekerja di Kabupaten Banyuasin.

Gambar 3. Proses Raiiat dalam pengupaban tripartit

Sumber: Arsip FSB NIKEUBA

Mengenai hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hamdani A.H dalam
forum:
" Ye, kami nih melakuke beberape kali negosiasi dua arah dengan pibak manajemen PT
Swadaya Indo Palma. Dalam negosiasi tersebut, kami juge mengajukan permintaan urang
begewe terkait penyesuaian gejei sesuai dengan UMK dan mesesuaikan harga beli barang.
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Sebagai hasilnye, perusabaan mulai memperbaiki metode pembayaran dan sepakat menaikan

upah melalui forum tripartite”. (Wawancara tanggal 28 Desember 2025 pukul 14 :50)

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa FSB NIKEUBA telah terlibat secara proaktif

dalam dialog dua pihak dengan manajemen PT Swadaya Indo Palma untuk memperjuangkan

penyesuaian gaji sesuai dengan UMK dan menghilangkan potongan yang tidak jelas. Hasil dari

perundingan ini mendorong perusahaan untuk memperbaiki sistem pembayaran dan mencapai

kesepakatan tentang kenaikan gaji melalui mekanisme tiga pihak, yang menunjukkan adanya
kemajuan dalam pemenuhan hak upah para pekerja.

3.4 Faktor Pendukung Gerakan FSB NIKEUBA dalam Memperjuangkan Hak Upah
Gerakan FSB NIKEUBA dalam memperjuangkan hak-hak pekerja didorong oleh kuatnya rasa
solidaritas di antara para buruh. Anggota serikat mengembangkan rasa kebersamaan dan kepentingan
yang serupa untuk meningkatkan kesejahteraan. Solidaritas ini memberikan keberanian lebih bagi buruh
untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mendukung semua langkah yang diambil oleh serikat.Di
samping itu, struktur organisasi FSB NIKEUBA yang teratur dan terkoordinasi menjadi elemen penting
yang mendukung gerakan ini. Dengan adanya pengurus dari pusat hingga komisariat di setiap perusahaan,
penyampaian informasi, pengumpulan aspirasi, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan
cepat. Organisasi yang sistematis membuat gerakan serikat lebih terencana dan tidak acak. Faktor lain yang
mendukung adalah meningkatnya kesadaran buruh mengenai hak-hak mereka. Melalui sosialisasi dan
pembinaan yang dilakukan oleh serikat, buruh semakin menyadari bahwa upah minimum serta sistem
pengupahan yang adil adalah hak yang dilindungi secara hukum. Kesadaran ini mendorong buruh untuk
lebih aktif terlibat dalam perjuangan. FSB NIKEUBA juga mempunyai akses ke forum resmi seperti
dialog bipartit dan tripartit yang melibatkan perusahaan dan pemerintah. Akses ini memungkinkan serikat
untuk menyampaikan tuntutan secara resmi dan legal, sehingga perjuangan untuk hak upah tidak hanya
dilakukan melalui demonstrasi, tetapi juga melalui cara-cara institusional yang diakui.yang di ungkap oleh
sekretaris bapak Muhammad Quraini:
“Faktor utama yang kami depat perjuangan kami nib ialah solidaritas burub yang kuat.
Selain itu juge, struktur organisasi FSB NIKEUBA sudab rapi dari pusat sampai
komisariat di perusabaan. Kesadaran burub juge semakin meningkat tentang hak-hak mereka,
dan kami punya akses ke forum resmi seperti bipartit dan tripartit untuk menyampaikan
tuntutan. . (Wawancara tanggal 30 Desember 2025 pukul 09 :00)
a. Faktor Internal Organisasi Serikat Buruh

Faktor di dalam organisasi menjadi salah satu aspek penting untuk kesuksesan FSB NIKEUBA dalam
membela hak upah para pekerja. Sistem organisasi yang terstruktur dengan baik, dari pusat hingga ke
komisariat di tempat kerja, mendukung proses koordinasi yang efektif. Dengan adanya pembagian tugas
yang jelas antara ketua, sekretaris, dan pengurus lapangan, setiap masalah yang dihadapi pekerja bisa
diselesaikan dengan lebih cepat dan tertata.

Lebih jauh, kualitas kepemimpinan dalam serikat juga memperkuat upaya kolektif. Pengurus FSB
NIKEUBA memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu ketenagakerjaan,
schingga dapat merancang strategi yang sesuai untuk menghadapi perusahaan. Kepemimpinan yang
proaktif dan responsif membuat pekerja merasa diwakili dan memiliki kepercayaan terhadap serikat.

b. Faktor Eksternal di Luar Organisasi Serikat

Faktor yang berasal dari luar organisasi serikat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan
usaha FSB NIKEUBA dalam memperjuangkan hak-hak pekerja terkait upah. Salah satu elemen kunci
adalah adanya regulasi yang mengatur ketenagakerjaan, seperti penetapan Upah Minimum Kabupaten
(UMK) dan ketentuan pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan ini menjadi landasan
hukum yang kokoh bagi serikat untuk mendesak perusahaan agar memenuhi kewajiban pengupahan
sesuai standar yang ditetapkan.Di samping itu, peran pemerintah daerah, terutama Dinas Tenaga Kerja
dan Dewan Pengupahan, juga berkontribusi sebagai pendukung. Melalui forum yang melibatkan tiga
pihak, serikat buruh dapat secara resmi menyampaikan harapan dan keluhan para pekerja. Keterlibatan
pemerintah sebagai perantara memberi tekanan tambahan pada perusahaan agar lebih menaati peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku.
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3.5 Faktor Penghambat Gerakan FSB NIKEUBA dalam Memperjuangkan Hak Upah

Gerakan FSB NIKEUBA dalam memperjuangkan hak-hak pekerja menghadapi berbagai
tantangan. Salah satu hambatan yang paling signifikan berasal dari sikap perusahaan yang fokus pada
keuntungan. Dalam beberapa situasi, pimpinan perusahaan kurang bersedia bekerja sama dengan
tuntutan serikat, sehingga proses negosiasi menjadi lambat dan tidak selalu mencapai kesepakatan yang
menguntungkan bagi buruh.

Di samping itu, terdapat rasa takut di kalangan buruh untuk ikut serta dalam kegiatan serikat.
Kekhawatiran terhadap kemungkinan dipindahkan, pengurangan jam kerja, atau bahkan pemutusan
hubungan kerja membuat beberapa buruh memilih untuk tetap diam meskipun mereka mengalami
ketidakadilan dalam hal upah. Keadaan ini mengurangi daya juang kolektif serikat.Faktor lainnya yang
menghambat adalah minimnya pengawasan pemerintah dalam implementasi kebijakan pengupahan.
Meskipun Upah Minimum Kota (UMK) telah ditetapkan, pengawasan di lapangan sering kali tidak
optimal, sehingga pelanggaran masih terjadi tanpa adanya sanksi yang tegas. Hal ini membuat perusahaan
merasa tidak sepenuhnya terikat untuk mematuhi peraturan yang ada. yang di ungkap oleh sekretaris
bapak Muhammad Quraini:

“Hambatan yang paling besak ialah sikap perusabaan yang sering idak man terbuka dan cendernng
menunda-nunda tuntutan buruh. Selain itn, masibh ada burub yang takut bersuara karena khawatir
akan tekanan atan PHK. Pengawasan dari pemerintah juga belum mafksimal, sehingga pelanggaran
upah masih sering terjadi padabal upah sudah di rapatkan.” (Wawancara tanggal 30 Desember
2025 pukul 11:00)
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Gambar 4. Kunjungan tempat posko pengurus komisariat(PK)

W

Sumber: Peneliti 2025

Dalam momen itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kasmin yang merupakan
pengurus Komisariat FSB NIKEUBA. Saat ditanya tentang motivasi bergabung dengan FSB NIKEUBA,
Bapak Kasmin menjelaskan bahwa pilihannya untuk bergabung dipicu oleh situasi pekerjaan dan gaji yang
dianggap belum memadai.Wawancara di lakukan dengan Bapak Kasmin perwakilan Pengurus komisariat:

“Saya turnt serta dalam FSB NIKEUBA karena ingin memperjuangkan hak-hak kami sebagai
begawe, kbususnya dalam hal gaji. Sebelummnyo, kami sering merasa tidak adil, namun idak tabu
kemano harus melapor. Dengan adanyo serikat, kini kami jugo memiliki tempat untuk menyampaikan
masalah dan berjuang demi kesejabteraan bersama” (Wawancara tanggal 31 Desember 2025
pukul 08:00)

Berdasarkan hasil percakapan dengan Bapak Kasmin, yang merupakan Pengurus Komisariat (PK)
FSB NIKEUBA, dapat dipahami bahwa motivasi utamanya bergabung dengan serikat buruh adalah
karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja, khususnya terkait masalah upah. Beliau
menyatakan bahwa sebelumnya, ketika belum bergabung dengan FSB NIKEUBA, buruh sering kali
merasakan ketidakpuasan namun tidak memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan atau
memperjuangkan hak-haknya.

FSB NIKEUBA berperan sebagai wadah perjuangan bagi kelas pekerja menghadapi dominasi
perusahaan. Melalui negosiasi antara dua pihak, tiga pihak, dan advokasi, serikat pekerja berusaha
mengecilkan ketidakadilan yang ada antara pekerja dan pemilik modal. Upaya ini sejalan dengan
pandangan Marx bahwa organisasi buruh sangat penting untuk meningkatkan daya tawar kelas pekerja
dalam sistem kapitalisme.

Aksi pekerja merupakan salah satu wujud nyata dari perjuangan bersama para pekerja untuk
menangani ketidakadilan yang terjadi antara tenaga kerja dan pemilik modal. Dalam ranah hubungan
industri, ketidakadilan sering kali terwujud dalam bentuk gaji yang tidak sesuai, jam kerja yang terlalu
panjang, kurangnya perlindungan sosial, serta lemahnya perlindungan hak-hak dasar pekerja. Kondisi ini
mendorong serikat pekerja untuk berperan aktif mewakili kepentingan buruh melalui berbagai strategi
yang ditempuh, termasuk negosiasi antara dua pihak, tiga pihak, dan advokasi.

Negosiasi yang melibatkan dua pihak (bipartit) berlangsung langsung antara wakil serikat pekerja
dan pengusaha. Dalam pertemuan ini, serikat peketja berusaha menyampaikan tuntutan buruh dengan
cara yang rasional dan terukur, seperti perbaikan dalam struktur upah, kepastian status ketja, serta
peningkatan kesejahteraan. Proses bipartit menunjukkan upaya dialogis untuk meredakan konflik secara
damai dan adil, dengan harapan mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Jika negosiasi bipartit tidak membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah negosiasi antara tiga
pihak (tripartit). Dalam proses ini, pemerintah berperan sebagai mediator atau fasilitator yang
menghubungkan kepentingan buruh dan pengusaha. Keterlibatan negara di forum ini menunjukkan
fungsinya sebagai pengatur hubungan industrial serta pelindung hak-hak pekerja. Dengan pendekatan
tripartit, serikat pekerja berusaha memperkuat posisi tawar buruh agar perbedaan kekuatan antara pekerja
dan pemilik modal bisa dikurangi.

Di luar proses formal ini, advokasi menjadi alat yang sangat penting dalam petrjuangan buruh.
Advokasi dapat dilakukan tidak hanya melalui jalur hukum, seperti mengajukan keluhan ke dinas
ketenagakerjaan atau menggugat di pengadilan hubungan industrial, tetapi juga dengan mobilisasi massa,
kampanye publik, dan penyebaran informasi. Aksi unjuk rasa, mogok kerja, dan pernyataan sikap
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merupakan bagian dari strategi advokasi untuk mendesak pengusaha maupun pemerintah agar lebih
responsif terhadap tuntutan buruh.

Dengan demikian, aksi buruh tidak hanya dianggap sebagai bentuk perlawanan, tetapi juga sebagai
wujud perjuangan sosial yang bertujuan mengurangi ketidakadilan struktural dalam hubungan kerja.
Melalui negosiasi bipartit, tripartit, dan advokasi, serikat pekerja berusaha menciptakan hubungan
industrial yang lebih seimbang, adil, dan manusiawi, serta menekankan peran buruh sebagai subjek aktif
dalam interaksi ekonomi dan sosial..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gerakan federasi serikat buruh
niaga,informatika,keuangan perbankan dan aneka industri (fsb nikeuba) dalam memperjuangkan hak
upah pekerja di pt. swadaya indo palma dalam ranah industri, dapat diambil kesimpulan bahwa Pertama,
gerakan Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan Perbankan, dan Aneka Industri (FSB
NIKEUBA) dalam memperjuangkan hak upah pekerja di PT. Swadaya Indo Palma dilakukan melalui
berbagai bentuk strategi perjuangan yang bersifat kolektif dan terorganisir. Gerakan tersebut diwujudkan
melalui mekanisme perundingan bipartit antara serikat buruh dan pihak perusahaan, keterlibatan dalam
forum tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja, serta kegiatan
advokasi untuk menekan perusahaan agar memenuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, FSB NIKEUBA berperan sebagai wadah aspirasi
pekerja untuk menyampaikan tuntutan terkait upah yang dinilai belum layak dan belum sepenuhnya sesuai
dengan standar kebutuhan hidup. Meskipun upaya perjuangan telah dilakukan secara berkelanjutan, hasil
yang dicapai belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara tuntutan pekerja dan
kebijakan pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan.

Kedua, faktor pendukung dan faktor penghambat gerakan FSB NIKEUBA dalam
memperjuangkan hak upah pekerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas perjuangan
serikat buruh. Faktor pendukung utama meliputi adanya struktur organisasi serikat buruh yang jelas,
solidaritas antaranggota serikat, serta ruang dialog yang disediakan melalui mekanisme perundingan
formal seperti forum bipartit dan tripartit. Selain itu, keberadaan regulasi ketenagakerjaan juga menjadi
dasar hukum bagi serikat buruh dalam menyuarakan tuntutan hak upah pekerja.

Namun demikian, perjuangan tersebut juga menghadapi berbagai faktor penghambat, antara lain
lemahnya daya tawar pekerja terhadap pihak perusahaan, rendahnya partisipasi sebagian anggota serikat
buruh dalam kegiatan organisasi, serta keterbatasan pengawasan dan intervensi dari pemerintah daerah
dalam menegakkan kebijakan pengupahan. Kondisi perusahaan yang dijadikan alasan untuk menahan
kenaikan upah serta ketimpangan relasi kekuasaan antara pekerja dan pengusaha turut memperlambat
tercapainya tujuan perjuangan serikat buruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gerakan FSB
NIKEUBA merupakan bentuk perjuangan kolektif kelas pekerja dalam menuntut keadilan upah, namun
masih menghadapi tantangan struktural dan institusional yang cukup kompleks.
5.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat fungsinya sebagai pengatur dan penengah dalam hubungan
industri, terutama dalam forum tripartit. Penerapan hukum ketenagakerjaan harus dilakukan secara tegas
dan konsisten agar pelanggaran hak buruh tidak terulang. Selain itu, pemerintah juga diharapkan
meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan serta mempercepat penyelesaian konflik dalam
hubungan kerja.

2. Bagi Pengusaha

Pengusaha diharapkan dapat menjalin hubungan kerja yang lebih partisipatif dan adil dengan para
pekerja. Dialog terbuka dalam mekanisme bipartit seharusnya dimaksimalkan sebagai cara untuk
menyelesaikan konflik, bukan sekadar sebuah formalitas. Pengusaha juga perlu menyadari bahwa
kesejahteraan buruh merupakan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan dan produktivitas
perusahaan.

3. Bagi Serikat Pekerja
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Serikat pekerja harus terus meningkatkan kemampuan organisasi, kualitas kepemimpinan, serta
pemahaman anggota mengenai hukum ketenagakerjaan. Strategi perjuangan melalui negosiasi, advokasi,
dan mobilisasi massa sebaiknya dilakukan secara terukur, solid, dan berbasis solusi, agar tuntutan buruh
dapat diterima lebih luas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mendalami lebih jauh tentang efektivitas
mekanisme bipartit dan tripartit dalam meredakan konflik hubungan industri, serta menganalisis dinamika
aksi buruh dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Dengan begitu, kajian mengenai
gerakan buruh dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan Ilmu Sosial dan
kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan.
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